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BAB I 
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian 
Tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di dunia termasuk di Indonesia. Momentum reformasi telah memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan ketatanegaraan yang lebih baik, terbuka dan akuntabel. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Stanbury dalam Indriasari (2008) menyatakan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada Steakholder adalah laporan keuangan pemerintah. Mardiasmo dalam Bandary (2011) menyatakan masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan efaluasi pemerintah. Menurut Wilson dan Kattelus dalam Rohman (2009) akuntabilitas pubilk pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan  dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (perodic reports), laporan keuangan interim (interim finacial reports) dan laporan keuangan tahunan (annual financial reprots).  Untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik maka diperlukan suatu sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undang sebagaimana yang berlaku. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perturan mentri keuangan 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat  serta  PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 
Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, merupakan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut melalui laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. SAP merupakan prinsip akuntansi dalam menyusun dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Karakteristik kualitaif laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakainya adalah informasi yang mempunyai nilai (Indra Kusuma, dkk 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Suwardjono, 2005:167). Suwardjono menjelaskan pula informasi juga akan bermanfaat jika pemakai laporan keuangan tersebut mempercayai informasi tersebut. Kebermanfaatan (Usefulnes) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif (qualitative characteristics) atau kualitas (qualities) informasi. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 yaitu  relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap unit atau satuan kerja (SATKER) Kementerian atau Lembaga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing staker (Mukhlisul Muzahid, 2014). Menurut (Ardan Abidin, 2013) untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka pemerintah pusat mengambangkan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).  

Dijelaskan pula dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan bentuk implementasi SAP sebagai standar akuntansi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan PMK No 171/PMK05/2007 pemerintah mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan dua sistem dibawahnya yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara ( SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan SAI mengahsilkan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL). 
Sistem akuntansi instansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dan operasi keuangan pada kementrian atau lembaga (termasuk entitas PEMDA yang menerima dana APBN dalam K/L, (Halim, dkk 2010:54).

Dengan adanya penerapan sistem akuntansi instansi, maka dalam kualitas laporan keuangan diharapkan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akan membantu permasalahan yang biasanya terjadi dan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan maupun dalam masalah pengimputan data serta membantu mempermudah administrator yang bukan berlatar belakang dari akuntansi dalam memahami dan menguasai sistem akuntansi instansi pada saat mengoperasikannya. 
Adminidtrator sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas (Kadek Desiana Wati dkk, 2014),  keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengauhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki melainkan kompetensi sumber daya yang dimilikinya. Kompetensi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, perilaku, kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hevesi dalam Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo, 2008). Menurut Teguh Wahyuno (2004:12) dalam mengahsilkan suatu nilai informasi yang berniali (keterandalan) ada dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Wahyuno menjelaskan bahwa informasi yang dihasilkan melalui laporan keuangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan tersebut mempunyai kemampuannya untuk memberikan keyakinaan bahwa informasi ini benar atau valid. 

Menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau menghasilkan informasi tersebut dituntut untuk mempunyai keahlian di bidang akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif, efesien dan ekonomis, dalam arti informasi yang dihasilkan tidak akan tepat waktu. Maka dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia diharapkan laporan keuangan dapat disajikan dan diselesaikan dengan tepat waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009:146). 
Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan siklus anggaran (budget cycel) yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, berbeda dengan sektor swasta. Penyusunan LKPP maupaun LKKL, haruslah melalui beberapa tahapan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan pemerintah adalah pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, rekonsiliasi perannya cukup penting dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan LKBUN dan LKKL, KPPN selaku UAKBUN-D melakukan rekosiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Nearaca SAU beserta data transaksi dengan seluruh data satuan kerja (UAKPA) diwilayah kerjanya setiap bulan. Rekonsiliasi atau konfirmasi dapat terwujud secara tepat waktu dan andal jika didukung dengan pemerosesan data dari stker secara tepat waktu. Pemerosesan data meliputi unggahan data rekonsiliasi satker pada aplikasi SPAN, mencetak hasil rekonsiliasi, dan mencetak Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) apabila data sudah sama. Salah satu kunci utama Semua trasaksi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran selama tahap pelaksanaan anggaran harus dilakukan rekonsiliasi data transaksi dengan BUN/kuasa BUN dan PA/KPA. Hasil data rekonsiliasi merupakan data yang dianggap benar dan digunakan dalam penyusunan LKKL maupuan LKPP. 
LKPP dan LKKL sebagai bentuk pertanggung jawaban harus memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan yaitu relevan, maka penyampaian laporan keuangan harus tepat waktu sesuai dengan jadwal penyampaian yang ditentukan. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan tidak bisa terlepas dari ketepatan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi antara data satker dengan dengan KPPN. Oleh karena itu waktu penyelesaian rekonsiliasi data antara satker dan KPPN menjadi salah satu faktor penting dalam kriteria ketepatan waktu (timelinnes) laporan keuangan. Keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi data antara satker dengan KPPN akan berakibat terlambatnya penyusunan dan penyampaian LKPP maupun LKKL. Rekonsiliasi data SAI antara Satker dengan KPPN dinyatakan selasai dengan diterbitkannya BAR yang menyatakan bahwa data SAI dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) telah sesuai. Meskipun pelaksanaan rekonsiliasi sudah berlangsung cukup lama, dan peran rekonsiliasi dalam menyajikan laporan keuangan sangat penting, namun sampai saat ini keterlambatan penyelesaian rekonsiliasi data SAI antara Satker dan KPPN masih cukup tinggi, hal tersebut dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
Analisis Permasalahan Rekonsiliasi Tahun 2015
	Bulan 
	Jumlah Satker 
	Rekonsiliasi Tepat Waktu 
	% 

	Januari
	313
	213
	68,05

	Februari
	313
	157
	49,20

	Maret
	313
	174
	55.59

	April
	313
	188
	60,06

	Mei
	313
	195
	62,30

	Juni
	313
	215
	68,69

	Juli
	314
	210
	66,88

	Agustus
	314
	222
	70,70

	September
	314
	241
	76,75

	Oktober
	316
	234
	74,05

	November
	316
	252
	79,75

	Desember
	316
	252
	79,75


Sumber: Sumber: http://www.kppnbandung1.com/ Seksi Vera 5/17/2016, 08:21
Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai permasalahan rekonsiliasi tahun 2015 dari data diatas dapat terlihat pelaksanaan  rekonsiliasi satuan kerja belum berhasil memaksimalkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan rekonsiliasi atau masih jauh dari apa yang ditetapkan dalam aturan. Permasalahan tersebut muncul  disebabkan karena kurang data-data yang direkonsiliasi  atau terdapat kesalahan dalam pengimputan data ke dalam aplikasi SAIBA. Serta pada saat melaksanakan rekonsiliasi, masih banyak satuan kerja yang tidak melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Adanya peningkatan persentase tersebut menggambarkan bahwa adanya perbaikan yang telah dicapai oleh beberapa stuan kerja dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan perinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dari hasil pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Tabel 1.2

Analisis Permasalahan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Tahun 2015

	Bulan 
	Jumlah Satker 
	Penyampaian 

LPJ 

Tepat Waktu 
	% 

	Januari
	217
	80
	38,87

	Februari
	217
	137
	63,13

	Maret
	217
	159
	73,27

	April
	217
	140
	64,52

	Mei
	217
	178
	82,03

	Juni
	230
	179
	77,83

	Juli
	236
	167
	70,76

	Agustus
	236
	200
	84,75

	September
	236
	188
	79,66

	Oktober
	240
	182
	75,83

	November
	240
	165
	68,75

	Desember
	240
	190
	79,16


Sumber: http://www.kppnbandung1.com/ Seksi Vera 5/17/2016, 08:21
Berdasarkan Table 1.2 Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas satuan kerja masih jauh dari apa yang di tetapkan dalam aturan. Hal ini dapat terlihat dari ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ Bendahara, yang belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta  terbatasnya forum-forum yang melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Padahal dengan adanya forum-forum pembahasan mengenai permasalahan dapat bermanfaat bagi Satker juga sebagai sarana pembinaan dan pembelajaran bagi SDM KPPN Bandung I mengenai permasalahan Akuntansi Satuan Kerja. 
Adapun berbagai penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini yakni Abidin (2013), Lismawati (2013), Siahaan dan Fachruzamman (2013) yang menyimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kadek Desiana Wati dkk (2014) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Emilda Ihsanti (2014) juga membuktikan bahwa kompetensi SDM dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh sigifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahman dkk (2012) menjelaskan bahwa kompetensi, pelatihan, dan sistem akuntansi insatansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan dekonsetrasi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh.  
Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung dengan bebarapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai “Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)”.
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Adanya kekurangan atau salah pada saat pengimputan data kedalam aplikasi SAIBA.

2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman SATKER terhadapa SAI.  

3. Pada saat pelaksanaan rekonsiliasi masih sering ditemukan data-data yang kurang atau salah dan masih banyaknya satuan kerja yang tidak melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ).

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada urian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberpa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
6. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara (KPPN).
1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I ?
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I ? 
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kualitas laporan keuangan yang berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)?

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I ?

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I ? 
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I ?
1.4 Kegunaan Penelitian 


Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis/Empiris 


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:
1. Bagi Penulis 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah sistem informasi akuntansi.

c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. 
3. Bagi Instansi pemerintah

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan khususnya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi pemerintah guna mengetahui keadaaan dan kinerja para satker dan bagaimana penerapan SAI.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh sistem akuntansi instansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
1.4.2 Kegunaan Teoritis/ Akademis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan teori akuntansi pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. 
1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian


Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I yang bertempat di Gedung Keuangan Negara “K”  Lantai Afrika Nomor 114, Jawa Barat. 
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